oy '?'xakyat (demos) daiammenentukanfj
I plhhannya sendifi: ' 3

" kan ﬂkad éiam:pos:xsx penambal
istem d okta31 di Endonesm  yang
'_ _ _bolong sana smz
B :___Uralan smgkat pada bagmn ini
. adalah upaya eksploram pendasaran

T _f‘_epj.stemoiogis terhadap demokrasi

- langsung yang menjadi 1kon Pﬂkada
~dimana baru pertama. kali bagi
: 'bangsa kita yangakandﬂaksanakan
" f‘muiaijum tahun ini. Eksplorasi ini

“dilakukan dengan cara bolak —
balik" membenturkan model
demokrasi langsung dengan
'demoktam perwakllan Pemlhhan
'langsung mcn]ad1 ikon populer ini
aiasannya masuk akal, karena

demolsrasi sejati ‘memberi ke-

sempatan seluas Iuasnya kepada

> 'langSung itu dalam. perspekmf i
modern pada awalnya d1pandang
fsebagal_ utopia, mﬂah pula-'- -'
sebabnya dmfocmg' r@mmfalzw atan

eredar di asyarakat menempat-:

'masyarakat modern. Untuk ini
'fperhattkan rmsalnya buku teks
:tahun 70—an karya Mac Iver Tfre :
'Madem 5 tate’ yang pada masa itu 1
'dlpandang sebagai The Floly. Book '_ |

'bahwa _“Pnns1p perwakﬂan_

dahal .gagasan | Idem

demolrasi pemamian mﬁn}adllkon_ o

atau “buku induk” oleh akadetmsr '
maupun prakum pohtlk namun
pada hari ini buku ini telah ke~
hﬂangan s@nﬁkansmya bersamaan
redupnya wacana fnegara modem :
Mac Iver dalam buku ini menyebut

termasuk 51fat yang hak:kl dan pada
dcmokram

x Sut_i:_isno_adalah_Staf Pengajar Mata Kuliah Konflik Sosial dan Sosiologi pada Perguruan Tinggi
Ilmu Kepolisian, dan Xerdinator Kajian Filsafat dan Peradaban.

' Bukuy teks ini diterjemahkan ke Bahasn Tndanesxa oieh Dm Moertaro dxtcrb:tkan oleh
Aksara Bam, Iakari:atahun 1577, o :

2 Ibid. haiaman 314.




: Kerangka betfikir yang dlpakm;,
- oleh kebanyakan kaum moderms :

~atau orang yang:mend r

dengungkan niasyarakat (negara) "
modern persepsinya terhadap_:,_ _
B kehldupan pohnk df:ngan klner;a’ :
_.terlalu tepat dengan menyebutnya e o

¥ _ yapgwagar Pﬂnszpnya rakya SN
~ memilih dan menentukan sendm__'_:;_ a3
"'pennmpmnya karena persoalan T

demokras1 langsung memang tidak

bangkan gagasan demokras1 dalam
"masjrar"'kat modern. Tcmunoiogx

“modetn” 'dimaknax sebagal _

scbuah model orgamsas1 dan teoti

_praks1s perubahan sosial. dengan;

penekanan pada dlrnensz efesiensi
dan efektifitas. Ketika demokras1
fiangsung it sendm men}adakan
persoalan bag1 efes:{enm dan
cfekuﬁtas maka kerangka demo»
krasi semacam ini harus “dlhpat’ Y
agardapatmengjkun mzdo modetn.
'Khususnya di Indonesza amkulasx
konsep “modern ini dﬂekatkan
pada konsep pembangunan

Maka dengaﬂ sechkxt ‘menyem-
buny}kan demokrasi yang se;atx atau
demokrasi langsung sebagai upaya

mengedepankan “pembangunan™.
dilakukan oleh-hampir semua -

‘negara berkembang, termasuk. i
o _Indonesxa era Orde Baru. ‘Politk -
00;. pembangunan yes®, demikian e
‘jargon yang berkembang pada
‘waktu itu. Disparitas kelayakan".“'f'

suksesi adaiah domain pohuk

bukan urusan rakyat' Legesiatiﬂah L

yang mempersembahkan orang
nomot satu unituk rakyat Cara ini
~ demokrasi perwakﬁan — dalam
hltungan ekonomi ( sebudah i
pembangunan ") jauh lebih murah
dibandmgkan kalau rakyat sendm

'yang mermhh pemnnpmnya e

Namun preskﬂpsx tersebut
bukaniah legmmam demokra31
perwakilan yang berangkat dari
nilai morahtas dasa.mya Pen]elasan
di atas adalah sebuah bias legiti-

masi atas demokxa51 perwakﬂan
'sungguhpun mempunyal dasar
empirik yang kuat. Legitimasi etis

untuk demokrasi perwakllan
menjadi penting disini. Berikut
adalah uraian singkatnya namun
terlebih ‘dahulu perlu-difahami

3 Isulali ;kaﬁm f'nuédeﬁné d;l.SlI.l“i tzdak dlmaksudkan .mengéc'u. péda antén:m' ' kaum traézéaohalls
Namun sekedar kategorik mengenai psmikian terhadap pilihan teori praksis perubahan sosial
( lihat Suwarseno dan Alvm Y. 5019991 ).




: { :'admya cacat se;arah atas demokrasi
o Iangsung yang disini dipandang #is

| _.amd nokrasi perwakilan : Seperti.
R yang tethampar dalam sejarah,

 negara kota — kuno penggunaan
demokram lé.ngsung adalah bentuk
: peny:lmpangan dari ruh demokrasi
. yang sesungguhnya. Mac Ivér
menyeb t:ﬁ;fdemokram langsung
adalah- penyﬂmpaﬁgan demokrasi
sebaga:l oligarsi yang disama-
ratakan, dimana suatu kelas warga
kota yang ‘memerintah bersama
sama melakukan hak dan mendapat-
kan keunmngan dati penguasa
pohnk“ Hemat saya tesis ini masih
relefan: untuk mehhat adanya
kekhawanraﬂ men}elang Pilkada
buian ]um ini perihal bermamnya
kckuatan.‘_Kapitai Mac Iver

" memberd catatan terhaclap demo—

kram langsungml bahwa tidak ada
kesohderan dalam .negara atan
masyarakat semacam ini. Txdak ada
pula. penentuan tentang ke-

pentingan kolektif, justru yang:

personal yang. akan 1 memungkinkan
adanya suatu. pcrwakﬂan politik,
Padahal demokrasi memerlukan
tingkat kesolideran yang memung-

kinkan yang sedikit bertindak bagi -
yang banyak, yang banyak menaruh _
kﬂpprcayaa keyada yang seddﬁt

+ 1occat,31.a,

+Dari uraian singkat * ini keclua |
model demokrasi (model langsung

dan model perwakilan ) men]ach-

tncompatable ketika justru me:
nempatkan faktor solidaritas harus
dipestimbangkan. Demoksasi
perwakilan mensyaratkan adanya
frust sebagai indikator solidaritas,

sementata demokrasi- langsuﬁg: e

justru berangkat dati un-trust
tethadap. wakilaya, di- pax:lemen -
Atau oleh karenanya terminologi
solidaritas dalam model demokeasi
lahgsung mempunyai-makna
berbeda dengan model'_demokxfa_sﬁ_i
perwakilan. Dalam model demo-
krasi langsung solidatitas dimaknai
sebagai pembetian kesempatan
seluas — luasnya kepada, setiap
mdnndu dalam -mengatakan apa |
yang dla maw, bukan kemauanyang
dmnpkan Tentu saja dalam

demokrasi perwahlan konsep

sohdantas seja}ar dengan trust,

perasaan menaruh pereays kepada

lembagapemaiﬂlan . i YN

- Pertanyaan yang menggehtik
yang adalah mengapz baru
belakangan ini, tahun 2004 untuk
pemilihan presiden dan baru

_setelahnya, tahun 2005, untuk

kepala daerah dapat dllakukan
“secara langsung? i




L '_sekahgus._

Dalam kerangi&a fikiv di atas paling
4 rdapat tiga. kemunghnan
Pertama'- karena kﬁs1s kepercayaan

'cmplsnya sohdantas
_masyaraka‘ I—hpoteszs ini‘cukup
rurmt jika meru;uk pada teszs Fanus

-Ekebanyakan negara maju menurut
kajian Fukuyama jistria mempunym
derajat srvst dan’solidaritas yang
relatif tinggl dzbandmgkan masya-
rakat) pinggifan duma ketiga. Trust
dan solidaritas men;adx modal
sosial’ (soczal capital) bagi” pem—
bangunan pada umumnya yang
meliputi’ ekonomi pohtlk ‘dan
budaya"zSebahknya yang ter;adl
dalarr arakat pinggiran dunia
ket!ga daiah ]ustru mclumemya
modal- sosmi itu, oleh karena ita
bagl masyarakat pmggn:an sepertl
Ind '
pcmama yang dapat menganﬁsxpam
‘kehancuran petadaban’ ditemukan
dalam_szste_m demokrasilangsung,
Dapat diambil bukt empirdk dari
kﬁjiﬁ'ﬁ yaﬁg dﬂakukan oleh -PﬁSat

g "a seakan mencmukan

Studi-Pengembangan. Kawé,'s'aﬁf. '
-tahun 2000- tethadap: 10- daerah
otonom di Indonesia, djaﬂtaranya _
_pada kajian ini manggah penge=
tahuan responden tentang proses
-pemihhan kepala:daerah, atan

trafisparansi p.em;hhan_;_:kep_aia

. dacrah, ternyata 67% sama sekali

tidak mengetahm Penehtian ini

3meny1mpu1kan ‘bahwa proses

penentuan pimpinan’ di tingkat
lokal hanyalah merupakan b1sms
daﬂparaeht : SR
“Kedua, texdapat p’étge's'éfén
kesadaran episteme masyarakat
mengernai demokrasi p:erwéliilaﬁ
ke demokmm langsung, ]awaban
semacam ‘ini oleh beberapa
kalangan chbantah secara implisit®
dengan dasa bahwa pada tingkat
pemermtahan yang palmg bawah
(desa) sesungguhnya kita telah
terbiasa dan teruji dengan demiokrasi
langsung Jadi bukan persoalan
kesadaran ‘episteme masyarakat
namun lebih pada pérsoalan
pelanggengan kepentingan do-
minasi ‘Negara ‘Orde Baru.
R’Ohfok’nya 'Negara_ Orde Baru

$ Lahat Francis Fukuyama. 2000 The Greaf Dtsmpt:an, Prof !e Book, London

¢ Perhatikan misalnya Laode Ida pada makalahnya Pemilihan Langsung Kepa!a Daemh
dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/

Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal” diselenggarakan oleh ADEKSI _(Asosja_si DPRD
Kota Seluruh Indonesie, di Hotel Borobudur Jakaria, 21 22 Januari 2003, L




deggg;q_ Iz¢jatuhan Suharto (Mei
1989). ticdiak serta merta menye-
lesaikan warisan pada sistem
kek;;ésaamyaﬂ

Ketiga, kalau benar apa yang
dkatakar: Bambang Wijoyanto
bihwa lecizkan gagasan mengenai
putisipasi atau puble participation
telah dirraulai’pada tahun 19608,
hemai:_:s:gya karena pengaruh kritik
terhada@ imodel masyarakat modern
(moderritas) dad kubu teori kiri
Madzhal> Frankfurt yang juga
mulai terasa pengaruhnya sejak
tahun __i’)_;@ean. Herbert Marcuse,
H_(_)I{%:_iiiﬂ;‘:-“.f. dan Thﬁ:od_qrc Adorno
adihh dega yang sangat dominan
rrelhat sissi gelap model konstruksi
manusm _a;,ta;i_ masya_ra_kat modersn.
Daﬁ._.tﬁf_&}gh_ir yang. éanggt ber-
pengaruh. adalah murid dari tiga
serangakezd tersebut, Hebermas
dalam tesisaya yang dikemas dalam
_kons_é_p __-Ma_syarakt Komunikatif
cukup meznbeti arti bagi pengem-
Jbangan m<odel demokrasi. Seperti
telah &smggmg di atas, demoktasi

perwakilan yang: menjadi ikon
sistem polotik modetn mulai pula
‘mendapat sorotan tajam, pada titik

Idimaksnya menampilkan kembali
demokrasi langsung. Meskipun

‘Madzab Frankfurt ini tidak secara

eksplisit mengusung ciemo'kr'é'._é_'_'i'
langsung untuk menambal kerusa-

kan model masyasakat modern
namuranalisa keids atas masyarakat
modetn memberikan inspirasi
teori politik. mengembalikan

demokrasi langsung. -

Tetlepas dari tesis mana yang
paling kuat dari tiga spekulasi di

atas, ‘sebuzah lembaga studi yang'

dikomandoi Laode Ida ( PPSKY)
melakukan kajian pada tahun 2000
tentang dorongan pemilihan kepala
dactah secara langsung di 10
daetah otonom di Indonesia, hasil-

nya 73% menghendaki pemilihan

kepala daerah dilakukan secara
langsung (dengan 54,31 % meng-

usulkan agar calon diajukan

langsung oleh rakyat, dan hanya
18,84 % mengusulkan agar calon
diajukan oleh DPRD). .

? Hamp:ir”sgiaﬁ.-;rtiga makalah Laode Ida menyoroti resistensi pcnge}awﬁ_h;ahan pemilihan kepala

daereh secarsa langsung masih merupakan kendali yang dilakukan orang - orangnya Orde Baru,

# Bambang W/ijoyanto, Pemilihan Langsung

Kepala Daerah; Upaya mendorong Proses

Demokratisazi, makalah Seminar Nasional tentang “Pemilihan Langsung Kepala Daersh Kota /

Kabupaten S ebagai Wujud Demidkiasi Lokal” disclénggarakan oleh ADEKSI (Asosiasi DPRD

KotaSelurula Indonesia, di Hotel Borobudur Jakarta, 21 ~22 Januari 2003. B




_:'persoalazg-yaimpeﬂmy _ msmeks

- hukum di sana sini. Délam istilah
Wiliara: Oghbusen bangsa-kita Phnpsll i b7
' : Ran]au Dem@lmam Pilkada:

. mengalami-tliwral Jag; keterting-
. galan budaya. Kalay teks: hukum

-adalah refleksi budaya kolekuf lava, . ma}uan 51gmﬁkan bagi tata format

_sementara:organisasi demokrasi
.adalah teknologimaka teks hukum
it selalu teringgal dari perkem-
rb@%@ﬂizét:ﬂ.knoi,pg‘i'f: -organisasi
~demokrasi; Revisi pada:sisi- teks
sasarannya agarinstitusi —dnstitusi
-dimana orang -f:'d'é_p at-bermain
didalamnya- (lewat «‘gerbong’
‘institusi) terbingkai'dengan rapih,

“specializing - thebonndary.of the vole
‘and: dupy.-Sehingga kedepan ddak

‘bisa; lag1 bermain dibaliki mstitum

:'Kaxena “ketemnggaian budaya

(teks hukum kita), pcthndungaan
‘atau pelanggengan kepentingan
menjadi dimungkinkan hadir pula

secara legal Penyelenggata Pilkada

: sudah ka d ungd 1pe ga n g oleh
| definisi Rezim Pemda, betapapun
. “tamai ahli pemenntahan bersuara
"-'sumbang sekahgus lebih bisa
diterima dati sisi’ argunen demo-

f-:=kxas_1 Tapi; _s_e__}_g@h lagi argumen
rasional dalam masyarakat yang
xm skin m‘z’_q{_fi;-jf...,aﬁz'-z‘a./ “layaknya
. . Indonesia, seperti telah diurai di
‘atas;isangat bisa dimengerti
-terkalabkan oleh argumen teks

n "merupakan ke-

demokeasi di’ Indonesm dengan
dlseienggarakannya 'pemﬂihan

' pimpinan secara langsung, namun
Y proses demokrasz ind tldak sexta

merta ter] ; di bak J:evolu51 D1 atas
telah dzsmggung, reahtas strukmral

fyang mehputl tata aturan per—
_undangan yang memformat peri-

tik mungkin bisa berub ah
sec a'__ feﬁolum, namun tldak
dermklaﬁ dengan episteme masya-
rakat) yang mehpum pcrangkat lunak

'kebudayaan termasuk dldalarnnya

tata aturan tekms untuk meng‘

operasxonaikan aturan chatasnya
~yang telah total berubah. Maka
tanjau demokrasi dalam pengertian




P sub, ]udul ini sekedar bersifat “feri-

~feral” dan teknis. Paling tidak

- - terdapat dua persozlan dalam

- _.Pﬂkada yang akan menjadi gan; jalan
bagidemoluasi.

Pertama sepcm diuraﬂe:an di

_._atas mengenai pendefzmszan
- Pilkada sebagai bukan bagian dari

.pemﬂ : ___<onsekwensmya pemili-
“han kepada daetah langsung ini
dikendahkan oleh pemerintah
sebagai “‘yang punya hajat”. Ini
bukan sekedarmasalah kandungan
-politis. (persoalan -demokrasi),
tetapi juga ekonomis dan teknis.

diurai di atas, pemerintah bukanlah
posisi yang:independen fnamun
justru bagian dari pemain, Per-
soalan ekonomis, masuk akal
mencurigai pemerintah sebagai
ambisi maraup energi ekonorm dari
“proyek” demiokrasi ini. Ya, tenm
' sa]a Depdagn melihat Pﬂkada Ini
'sebagal proyek” Persoalan
“teknis, penyelenggaraan Pilkada
oleh pemermtah (pemenntah
ciaerah) ‘berarti memenggal
jatingan kerja KPU ~ KPUD.
Padahal penyelenggaraan pemilu
patlemen dan presiden cukuplah
- dapat cukata!«;an Ianhan yang
berhasil.

- Kedua; ruang .yang: .tcrl'z:ﬂ.t.l :

-sempit bagi calon.independ_&ﬁ._ _
Pasal 56.(2) UU No 32 Tahun 2004
membuat . garis tegas bahwa

pasaﬁgan calon kepala daerah hanya. |

dapat digjukan oleh partai pohttk

atan. gabungan partai poiltzk o
:__:Bahkan partai-politik atan, ‘ga- _'
_bungan paxta.x politik hanya dapat o
‘mengajukan pasangan calon apabila -
_ memperoleh selutang — lu.u:angnya |
5 persen dari jumlah kursi DPRD

atau 15 persen dari. akx.muiasi_
perolehan suara sah dalam pe-.

_milihan umum. anggota DPRD

: 'Dengan demiklan partai pohuk
Persoalan: politinya seperti telah -

men;ach satu—satunya pintu yang

__dapat digunakan untuk men;adl
"'kepala daetah. Dapat dibaca

Pﬂkada bukanlah panggtmg pohuk

_millk rakyat tetap1 panggung

pohtlk milik parpoi Cara ini juga

akan menjadl pmtu maraknya
"'prakuk polmk uang dalam proses
_'penga;uan pasangan ca}.on
'Permaman ini yang se]ak dm1

: se’sﬁngguhnya diwanti — wantl pada

awal tuhsan ini ketika memper—

“debatkan’ pergeseran dari demo-
‘krasi lengsung ke demorkeasi

perwakilan, dan kemballi lagi ke

demokeasi langsung. Demokrasi

Jangsung yang pernah dialami
negara kota kuno dipandang




: sébagai siétem politik yang deviant,
' :-karena Lemudian sesungguhnya
demokra51 langsung ini-meng-

_}%undang bentuk oligarsi. Sistem

ciemokra& la.ngsung salzh-salah bisa

: ..:Efmerupakan undangan bagl per— '

m :_an eht kumuiam antara elit

“politk dengan elit ekonomi. Secata

"‘kepentmgan"-berbeda namun

::cendemng bisa diseiesaﬂ{an dengan
‘cara mutuahsme partm dan
':pengusaha, calon kepaia daerah
‘yang diselekst partai pohuk mem—
':_butuhkan dana besar sementata
"'épengusaha mcmpunyal uang
' "bcrkepenﬂngan melanggengnakan

'usahanya Karena pmtu had1rnya
"permaman kapltal bersamaan

keluasan partlmpam pohtlk

--*anahtzk da- dua aktor dengan ' masyarakat. katena bukankah ini

“yang tefjadi pada negarakota k_dn’_o
- di Yunani yang tidaklama bertahan.

calon kepala daerah ‘daripada

--melakukan investasi di sektor

mfraswuktur atau sektor lam

“Pesan mendasar dan dua pom
ini adalah demokrasi bukan sekedar

‘perubahan tata auran formal yang
dingjukan semata —mata dibukanya

lebar = lebar partisipasi politik

Jauh daripada itu, komponen
penting'demokrasi-adalah sejauh

“mana proses politik ‘steril dari

kepentingan kapital, dengan

‘demikian rakyat sejatinya ikut

secata kolektif mengambil ‘ke-

‘putusan menyaﬁgkut kepentmgan

pex:sama

Maka Pasal 56 ayat 2 UUNo32

Tahun 2004 dari kontek ini betul -
:':betul akan men;ad1 undangan bag1
kapltal memasulsi domain politik.
Menarik ungkapan Kompas (16/
3 / 2005) dalam hal ini, “Pennhhan
”daexah secara iangsung berpotens;
men;ad1 lahan subur pemainag para
kap1ta11s lokal Saat ini pata
penguasa kap1ta1 cenderung untuk
melakukan investasi di bidang

politik dengan . memberikan
dukungan terhadap salah seorang

StrukturKonﬁ.lk _
Melalm Pilkada panggung

:pextandmgan untuk menjadi

Gubernur, Bupati / Wali Kota

__bukan lagi ditentukan di gedung

terbatas dewan melainkan gelang-
gangnya jauh lebih luas di masya-
rakat. Domain konflik juga
mé_m_ungkinkan_ berekskalasi
meluas ketimbang sekedat. di-
selenggarakan di gedung dewan.
Begitu pula jarak kandidat dengan




X kan;h&at dengan permhh semakm
*Jat, Rancangan pertandmgan di

. Iapangan yang sangat luas ini -

e dxmaks dkan 'bisa_ meng r;mgl

- Pada sist, lé;n menggesei konfhk
' dan gedung dewan ke ﬁ:uang sqsxal
. yang au.h iebih luas/ meiuas B

Namun gambamn pendek
L.ondisz permhhan kepala desa
langsung semacam ini masih bisa
dikatakan 'sebuah.idealitas pe-
milihan .:'ke_'p.a}a_ daerah _l_angs_u_'ng.
Jalan cerijc_égyai{akanl-Iain- kalau
‘memasuki aturan teknis mainaya
pemilihan-seperti-yang telah
disinggung pada bagiaan sebelum
ini mengnai kendala berjalannya
demokrasi di aras. Kuataya partai
politik- sebagai: pintu ‘masuk
‘tunggal seorang kandidat (Pasal 56
ayat 2 UU No 32 Tahun.2004)
menjegal aspirasi yang sesungguh-
nyajauh lebih lnas daripada sekedar
saluran partai politik. Penjegalan ini
melahitkan aktor konflik baru:

kapital. Kandidat yang Biasanya -

i ""sema}an mempat,mendekat __
_ '::1111 memungkmkan_
_tas,__:ikatan ‘emosional -

pohfikus membutuhkan dana, .
kapitalis : membutuhkan per—:_'--
_hndungan pohtik (konses:{) o
Ekskalasi konflik pada ruang
interaksi ekonomi- ~pilitik: ini
'*neskipun berszfat matemai_]_:
.nampakﬁya tidak: akan meluas o

- melibatkan massa. gmm—mat atau’

: 'tidak akan berekskalam konfhk'_

: 'kelas Karena domam 1nteraksa_'_-'_":'
ekonorm pohtik ini cenderung- o
-_bemfat ehns Elit ekonon:u atam
politik suatu daerah b;asanya_“
_'merupakan patronase dari elit di -
_ungkat pusa‘z Gakaxta) Konflik :
.akan sangat ber31fat laten meng—'
geser ke atas :

Ekskalasmya akan lain- kalau

fmisalnya__, kedekatan psikologis.
kandidat dengan massa pendulung
yang layak tetjadi pada pemilihan

langsung yang fair memainkan
solidaritas SARA. Hemat saya, dati

‘sisi ini, Pasal 56 ayat 2:.UU No 32

Tahun 2004 -yang dikritik habis-
habisan katena membatasi pen-
calonan kandidat justru menjadi
fungsional uniuk tidak terjadinya
ekskalasi konflik SARA, kecuali
parpol itu sendiri mengusung issue
SARA. Sensitifitas SARA sebagai
issue publlik relaiif beragam pada
daetah tingkat satu maupun tingkat




dua. Secara sosiologis hamplr
dapat diidentifikasikan daerah —
daerah sensitif ini. Misalnya,
mayoritas daerah Sulawesi,
Kalimantan bagian barat, Jawa
E1:):«3.g12m timur, Bali; Riau, Aceh dan
'sebag:{an Sumatra Barat ‘masih
_-.Sénsmf mengusung SARA

Pennhs pe'_ _':ah' menehﬁ sen—
sitifitas SAR_A ini di Bekasi'?,

sensitivitas issue ini menmgkat
tajam tidak lama setelah jatubnya
otoritarianismie Suhario dan
nampaknya berkuxang secara
gradual bersamaan ber}aiannya
waktu. Bahkan naiknya Saleh Manaf
(berasal dari Aceh asli ) sebagai
Bupati Bekasi sama sekaliluput dari
issue SARA. Sementara Ahmad
Zurfaih (berasal dari Bekasi ashi)
yang naik sebagai Wali Kota Bekasi
sekitar setahun sebelum pemilihan
Bupati Bekasi diramaikan issue
SARA. Issue tentang “putra
daerah™ mengiringi kampanye Wali
Kota ini, utamanya banyak di-
dukung orang kampus (Universitas
Islam 45 Bekasi) melalui tim

suksesnya. Meskipun sesungguhnya
pada waktu itu pertandinggﬁ
pemilihan terbatas pada DPRD,
tapi SARA ‘bisa menjadi issue
publik yang  serius - di hau
masyarakat ox

Dengan demﬂﬂan ﬂampak_nya
Pﬂkada yang ‘akan dilaksanakan
bulanjum ini ge]agamya masih akanl
diwarnal fmmgy po!zizc dari paparan
di atas mesk_tpun memadl celah
yang mencedetai demokrasi namun
tidak akan mcnghawaurkan mam-
bangun. ekskalasi konflik. Meng-
gunakan issue primordialisme atau
SARA untuk kampanye memang
akan mengundang potensi konflik
yang berkekskalasi meluas, namun
demikian masyarakat hari ini telah
dapat membaca bahwa issue —issue
primordial merupakan issue
murahan dan tak bermutu. Namun
pada akhirnya kedewasaan peta-
daban yang diartikulasikan dalam
konsep demokrasi baru akan
terukur dard kemampuan masya-
rakat itu mengelola konflik, apapun
issue yang dimainkan.

2Pyblikasi penelitian ini lihat, .Sutrisno, “ omunalitas dan Konstruksi Demokrasi”,
Jurnal Madani: Kajian Masalah Saosial Pollitik Edisi IV / November. 2003,
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